BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melalsanukan ketemtuan  Pasal 43 Peraturan
Diagrabt Kabupaten Cirebon Nomer @ Tahun 207 8 renlang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabu paten Cirebon Nomer 2
Tatiun 2011 tentang Pajak Dasrah, perlu menetapkan Peraturan
Bupall tentang Sistom dan Prosedur Pemungutan Pajak Minernl
Bukan Lygam dan Batuan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajale (Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 2002
Nomeor 27, Tambahan Lemibarsan Negarn Repubbik Indonecsia
Nomor 4198);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 entang Perimbanganh
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Dacrah
{Lembaran Negars Republik ndenesia Tahui 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republile (ndonesia Nomor 44385,

Lad

Undang-Undang Nomor 28 Takiun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retnbusi Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2009 Nomor 130, Taubahan Lembaran Megara
Fepublik Indonesia Nomor 5019);
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4. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik mdonesia
Nomeor 5587) sebagatinana lelah beberapakali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Aras Unda ng-Undang Nemor 22 Tahun 2014
teritang  Pemerintaban Daerah \Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomior 58. Tambshan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomaor 5679);

5. Peraruran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajal daerah Yang Dipungut Berdasarkan Fenetapan Kepala
Daerah  Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 153,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174)

6. Peraturan  Pemerintah  Nemor a5 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lernbaran  Negara Republik  Indonesis Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 5850);

7. Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolasn Reuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebion Nomar 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupatern Cirebon
Tahun 2011 Nomor 2, Sen B.1) sebagaimana rtelah cdiubah
dengan Peraturan TDaerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2018 (entang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tenfang Pajak
Dasrah (Lembaran Daerah Kabiupater Cirebon Tahun 2018
Nomor 9, Seri 5.1,

MEMUTUSKAN :

Menetapkarn : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK MINLRAL BUKAN LOGAKM DAN BATUAN
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupari ini yang timaksud dengan -
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Bupati adalah Bupat Cirebon.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkal Bappenda sddalah Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerab Kabupaten Cirebon.,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Cireban.

Peiabat adalah pegawai vang diberi Lugas tertentu di bidang
perpajakan daerah  sesual demgan  peraturan perundang-
undangan.

Pajak Mineral Bukan Legam dan Batuan yang selanjutnya di
sebut pajak adalah pungutan dacrah atas setiap pengambilan
dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam
dan  batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan
perundang-undangan i bidang mineral dan barubara,
Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan vang menurut
ketentuan Ferundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk
melaloukan pembayaran pajak yang terutang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yane
merupakan kesatuan bafle yang melakukan usahia AL PUIL
yang tidak metakulkan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
persernan komanditer, perscroan lainnva, Badan Usaha Milik
Negard atau Daerah dengan nama dan dalam bentiyk apapun,
Firma, kongsi, Yavasan, Urganisasi Masa, Organisasi Politik
amu organisasi vang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan
bentulk badan lainnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuinya distngkat
SPTPT) adalzh surat yang digunakan oleh wajib pajale untuk
melaporkan penghitungan dan/atan pembayaran pajak, ahjek
pajak dan/atan bukan objek pajak, danfatau  harta dan
kewajiban sesuwi dengan  ketontuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pejak Daerah Kurang Bavar vang selanjutnya
disingkar SEPDKB adalah  surat ketetapan pajak vang
menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah leedit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran poekok pajak, besarmya
sanksi administrasi dan jumlzh pajalke yang masih harus
dibavar.
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Surat Kdtetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang
selanjutnya distiglal SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak

vang mensnlukan lambahan atas jumlah pajalk yang lelsh
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebik Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDILB adalah  surat ketetapan pajak  vang
menentukan jumlabh kelebihan pembavaran  pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari paiak vang terutarng atsu
tidak seharusnya terutansg,

Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuttnya disinglat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yeng menentulan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada krodit pajak.

Surat Tagihan Pajak Dasrah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/alau sanksi
adoinistrasi berupa bunga dan /atau denda.

Surat Setoran Pajal Daerah vang selanjutnya disingkar SSED
adalah buldti pembayarat atau penyvetoran pajak vang telah
dilakukan dengan menggunakan formulis atag telah dilalcukan
dengan cara lam ke kas daesrah melalud tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupari,

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan vang
membetulkan kesalahan wulls, kesalahan hitung, dan/arau
kekeliruan  dalam  pensrapan ketentuan tertentu dalam
peraturan  perundang-undangan  perpajakar  daerah vang
terdapat dalamm Surat Permiberitahuan Pajaic Terutang, Surat
Ketetapan Pajale Daerah, Surat Retetapan Pajak Daerah Korang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayvar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Wihil. Sural Ketetapan Pajak
Daerah  Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Sural
Keputusan Pembetulan, atay Surat Keputusan keberatan,

Surat Keputusan: Keberatan adalah Suratr Keputusan atas
keberatan rerhadap Surar Kete tapan Pajuk Daerah Kurang
Bavar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan,
Surat Keletapan Pajak Daerah Nihil. Sural Ketetapan Pajak
Dacrah Lebih Bayar, atau Surat Pemotongan atau Femlingutan
oleh pihalk ketiga yang diajukan olch wajib pajak.

Putusan Banding adslah putusan badan peradilan pajak atas
banding terbadap Sural Keputusan Keberatan vang diajukan
oleh wajib pajak,

Pemeriksaan adalah serangkaisn kegiatan menghimpun dan
mengelola data, keterangan dan/atau bukli yang dilaksanakan
secara obyekiif dan profesional berdasarkan suatn standar
pemeriksaan unfulk menguji kepatuhan pemenuhan kewsjiban
perpajakan dasrah dan/atau uniuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentusn peratiran perundang-undangan
perpajakan daerah,
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Surat Tepuran, Surst perngatan, atau  sprat lain  yang
sejenisnya adalah surar yang diterbitkan aleh Pejabat apabila
penangoung pajak ridak melunasi utang pajak sampai dengan
tanggal jatuh tempe pem bayaran.

i’

APWPD adalah nomor yang diberkan kepada Wajib Pajak
sebagal sarana dalam administrasi pajak vang dipergunakan
sehapai tanda pengenal dir atan identitas Wajih Pajak dalam
ruelaksanakan hak dan kewajiban pajaknva.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkal

BAB IT
RUANG LINGEUP
Pasgl 2

Sisiem dan prosedur pemungutan pajak mencakup seluruh
rangkalan  proses yang harus dilakukan dalam menerima,

menatausahakan dan melaporkan penerimaan Pajak Mineral
bukan logam dan batuan

Prosedur sebagaimana dimalksud pada ayal (1} melipun:
8. prosedur pendaftaran pajak mmeral bukan logam  dan
batuan,

b, prosedur pembayaran pajak mineral bBukan logam dan
batuan,

S, prosedur pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan:

d. prosedur pernagihan pajak mineral bukan logam dan batuan:

dan

€. prosedur pengurangan pajak mineral bulkan logam dan
Batuan.

Prosedur pendaftaran  pajulc sebagaimana dimaksud pada
dyal (2) buruf 4 adalah prosedur pendaftaran mineral bukan
logam dan batuan yang dilakukan oleh Wajib Fajak untuk
mendapatkan NFWPD,

Prosedur pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pads
ayat (2) buruf b adalah prosedur pembavaran pajak terutang
vang dilalatlan oleh Wagib Pajak den gan menggunakan SSED.

Prosedur pelaporan pajak schagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ adalah prosedur pelaporan realisasi peneritnaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Baigan.

Prosedur penagihan pajale sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf o adalah prosedur penetapan STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Bappenda.



(7} Prosedur pengu rengan  pajak sebagaimana  dimaksud pada
ayat (2] huruf ¢ adalah prosedur penetapan Surat Keputusan
persefujuen /ponolakan  atas pengajuan  pengurangan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan vang dilakulan oleh Wajih
Pajak.

Fasal 3

(1} Untuk melaksanalkan sistern  dan  prosedur schagaimann

dimalksud dalam Passal 2, Bappenda toomilikd fungsi sebagai
berileyt

a. fungsi pendaftaran;

b. fungsi pelavanasn;

e, fungsi dara dan informasi; dan

- fungsi pembukuan dan pelaporan,

or

(2) Fungsi pendattaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul o
berlugas menerima pendaftaran wajlb pajak untuk mendapatkan
NEWPD,

(3) Fungsi pelavanan sebagaimana dimalesugd pada ayat (1) huruf b
bertugas melakukan interaksi dengan  Wajib Pajak  dalam
taliapan-rahapan pendaftaran, pemungutan  dan proses
PENEUTANgaAN pajak.

(4] Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada aval (1)
huruf ¢ bertugas unituk mengelola data base terkail cbiek pajalk.

(5] Fungsi pembulioan dan pelaporan sebagaimana dimalesud pada
ayal (1) huruf d hertugas untyl menvidpkan laporan realisasi
penerimagn pajaik berdasarkan dats dan lmporan dari pihals-
piltak vang ditunjuk,

BAR ITI
SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesaiu
Masa Pajak, Saat Pajak Terutang
dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Pasal 4

{1} Masa pajak adalah jangks wakin vang selama 1 (gaw) bulan
kalender dan scbagal dasar untuk menentukan besarnva pajak
Lerutang,

(2} Pajak ferutang dalam masa pajak terjadi pada saal dilaperkannya
SPTPL oleh Wajb Pajak serta pada saat diterbitkannva SKPDKB
dan SKPDKBT,

(3} Pengenaan pajak tidak tergantung memiliki/ belum izin,



Bagian Kedua
Penduftaran dan/arau Pendataan
Pasal 5

[1] Setiap orang pribadi atau badan vang mengambil dan/atan
memaniaatikan Mineral Bukan logam dan Batuan. wajib
mendaftar Wajib Pajak pada Bappenda dengan mengisi formulir
pendaltaran  yvang  diisi dengan  jelas, benar, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajal atau kuasanva sehagail dasar
wirtuk mendapatkan NPWPD.

(2] Betelah melalulkar pendafraran sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) wajib pajak waiib mengisi SPTPR yang diisi dengan jetas,
benar, lengkap dan dita ndstangani oleh Wapb Pajalk atang
Kuasanya,

(3] BPTPD gehagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
paling lambat dalam walkiyn 15 lima  belas) had  setelgh
beralchirnya masa pajak.

i Apabila SPTPD tidale disampaikan dalam janghka waltu vang
ditentukan sebagaimana maksud pada ayal (3) dan télah ditegur
secara tertulis, Bupati menerbitkan SKPFDKB dengan dikenaskan
sanksl administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan
dihitung dan pajak vans kurang atau lerlambar dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empaty bulan dihitung
sejak terutangnya pajak.

(9) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi. pajak terutang
dihitung seccara jabatan oleh Bupati dengan menggunakan
SKPDKB dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 24 (dus
puluh lima per seratus) dari pokolk pajalt ditambah sanlst
atdmimistrasi 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari pajak
vang kurang atau terlambar dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 [dua puluh empat] bulan dihitung sejak terutangnya
pajal.

(&) Bagl badan yang merupaléan Subjel Hajal, vang
membeli/menenma maninat - atas mineral buksan logamn dan
batan di daerah, wajib memungut, melaporkan  dan
menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untulk dan
atas nama Wajib Pajak

(7] Dalam hal Wajib Pajals sebagimana dimaksud pada avat (1) tida?’c
mendattarkan dirl, maka Bupat dapal menerbitkan NT"_W.I—"L'J
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olsh Pemerintah
Daerah.



Bagian Ketiga

Dasar Pengenuan, Tarif, Cara Perhitungan dan Penerapan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah milsd Jual hasil pengambilan minerai
bukan logam dan balyan.

Pagal 7

Tarif Pajak Mineral RBukan Logam dan Batuan ditetapkan sehesar
45% [dua puluh lima per seratus).

(1)

(2]

{3)

(2]

(3]

Pasal 8

Besarnya pajak terutang dihitung dengan carn mengalikan
dasar bengenaan Pajak Mineral Bulean Logam dan Batuan
dengan taril pajak.

Cara menghitung Nilai Jual Hasil Pengambilan Mincral Bukan
Logam dan Baluan dihitung dengan cara mergalilian
volume /tonase hasil pengambilan dengan standar harga
Masing-masing jenis Mineral Bulan Logam dan Batuen.

Harga standar sebagaimana dimalesud pada ayar (2] adalah
harga standar mineral bulan lngam dan  batuan yang
ditetapkan olch Cuberaur '

Valume Mineral Bukan Logam dan Batuan diperolech dari hesil
laporan Wajib

Bagian Keempat
Tata Cara Pernbayvaran
Pasdl 9

Wadib Pajalk vang melakukan pembayaran dengan membayar
sendird, wajib menghitung, memperhitungkan, memibayar dan
melaporkan pajak terhutang dengan mengguniakan SPTPD
disertai data-data pendukung,

Datg-data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayvat (1}
adalah dafrar volume/tonase pengambilan serta jeniis baha:
mineral bukan logam dan batuan yang diambil dalam 1 (satu]
hari atau data sejenis dalam 1 (satu) bulan masa pajal.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan di Bank Persepsi, gerai modern, Payment Foudt Online
Bunk (PPOB) dan lain-lain vang telah bekeria sama dengn pihak
Bank Persepsi sesual waktu yang ditentukan dalam SPTFD,
SEPEKE, BKPDKBT dan STPD.

Pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada  avat (3]
dilakukan secara Lunai dan non tunad,



(5] SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus lunas dibayar

dalam jangka wakiu paling lama 1 [satu] bulan sejak tanggal
diterbitlan,

Bagian Kelima
Prosedur Penagibian Pajak Mineral Bukan Logam dsn Batuan
Pasal 10

(1] SBural teguran ataw surat penngatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelalisanaan penagihan pajuk
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejalt saat Jaluh tempo permbayaran,

(2] Dalam jangks waktu 7 (tujuh) hari setelah ranggal surat
teguran atau surat permgatan atau sural lain vang sejenis,
wayib pajak harus melynas pajak yang terutang dan apabila
dalam jangka waldlu rtersebutr diatas walib pajak belum
melunasi pajak yang terutang Bupati berwenang  unful
menutup sementara kegiatan Usahanya.

(3]  SBurat teguran. sural. peringatan atal surat lain YENEZ seienis
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala
Badan.

4] Apabila jumlah pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktl sebagaimana ditevtukan dalam surat
teguran atal surat peringatan atau surat lain vang selenis,
jumlah pajak vang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.

(9] Bupati menerbitkan surat paksa segera setelsh lewat 21 (duz
puluh satu] hari sejak tangegal surat teguran alau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis.

6] Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waklu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah langgal
pernberitahuan surat paksa, Bupati segoma menerbitlsan surat
pelaksanaan penvitaan,

[7] Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga
melunasi urang pajalknya setelah lewat 10 (sepuluh) harl sejak
ranggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyvitaan,

Bupatl mengajlulkan permintaan penetapan tanggal pelelangan
kepada Kantor Lelang Negara,

(8] Setelah Kantor lLelang Negara menetapkan harl, tanggal, jam
dan lempat pelaksanaan lelang, juru sita membentahulkan
dengan segera sevara tertilis kepada wajib pajak.



Il

Bagian Keenam
Pembetulan, Pembatalaty,
Penguranigan Ketetapan dan FPenghapusan
Aldu Pengurangan Sanksi Administiasi

Paragraf Kesatn
Tata Cara Pembetulan
Pasal 11

Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonar wajib pajak

Atau Kuasanya secara perssorangan dapat :

#, Membetulkan, membatalkan menglirangian atau
menghapuskan sanlsi administrasi Pajak berupa buriga, denda
dan kenaikan yang dilkarenakan lkelhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahan wajil pafak: dan/atau

b, Mengurangkan atau meribatallean SK P, SKPDKE, SKPPDKRT
atau STPO, atau SKI'DN atay SKPDLB yang tidals benar,

PPasal 12

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melipuri

pembetulan  aftas  kesalahan  atau  kekeliruan yvang Dersifar

manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara pembayar

pajak/fiskus dan wajib pajak vailu

a. Kesalahan iulis, anlara lain kesalahan penulisan Nomor Objel:
Fajak, Nama Wajib Pajak, alamai Wajib Pajak, Nowmor Surat
Kepulusan, atau surai ketetapan, luas. tanah, luas bangunan,
rahun pajak, dan/alau tanggal jatuh tempo pembayaran; dan

D, Kesalahan hitung, antara lain  kesalahag penjlumiahan,
pengurangan. perkalian, dan/atau pembagian susiu bilangan
tertentu dan/arau kekelimian penerspan ketentuan terrentu
dalam Peraturan Peru ndang-Undangan Popajakan Daerah.

Fasal 13

(1]  Permohonan pembeétulan sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagal berilut -

a. Setiap Permohonarn hanya dapat diajukan 1 (satu) surat
keputusan .atau surat ketetapan schogaimana dimaksud
dalam Pasal 12,

b THaiukan secara tertulis dalam bahasa Tndoncsia vang
benar disertal alasan yang mendukung permohonannya;

¢. Diajukan kepada Kepala Badan:

. Sural Permohonan ditandalangam oleh wajib pajak dan
dalam lial sural permohonan ditandatangani oleh bulean
wajibh pajale maka harus dilampiri dengan Surat Kuass
Khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dan Badan:



2]

(3]

Tanggal penerimasn  surat vang dijadikan dasar untuk

MEmpProses surat permohonan pembetulan vaity -

a. Tanggal termma surat wajib pajak dalamm hal disampaikan
secara larngsung oleh wajib pajak pada petugas lemnpat
pelavanan atau petugas yang ditunjuk:

b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat POTTIONGMATL
disampatkan melalui pos tercalat.

Paaal 14

Permohonan Pembetulan yang tidak memienohi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggap bukan
sehagal surat permohonan. sehingga ridalk dipertimbanglan.
Fermohonan pembetulan tidak dipertimbanglean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) peiabat harus memberiteahukan sceara
tertulis kepada wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 15

FPejabat yang membidang Pajak Mineral Bukan l.epam dan
Batuan harus memben keputusan atas permohonan
pembetulan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 11 dalam
jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pemberulan ditettma.

Apabila janpgka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lerlampatii, tetapi pejabat tdak, member suatu
keputusan, permohonan pembetilan dianggap dikabulkan, dan
pejabat wajib menertkan surat keputusan pembetulan sesuait
dengan permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan
lerhitung sejak berakhimva jangka waktu 6 [erarr] bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan sebagaimana dimaksud pada gvat (1) dapat berupa
menambahkan, mengurangkan atau menghapus jumlah pajak
vang terutang, atau  sanksi  administrasi, memperbaliki
kesalahan dan kekeliruan, atau menolak permohonan wajib
pagak.

FPasal 16

Datam hal ada permohonan cleh wajib pajal tetapi diketahui olel
Pejabat telah terjadl kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekelruan  penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  perabiran
perundang-undangan atau sural keputusan alau surat ketetapan
sebagaimana diterbithannya, pejabar dimaksud harus menerbitlean
suratl keputusan untulk membeulkan kesalahan atau lekelivuan
terscbul secara iabaran.



Pasal 17

(1} Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
atau Pasal 16 masth terdapal kesalahan tulis, lkesalaban
hitung, den/atal kekeliruan penerapan ketentuan tortenty
dalam  peraturan pcrundang—undang&m pejabal  dapal
melakukan pembetulan lugl. baik secara Jabatan maupun alus
permobonan wajilb pajak.

(2]  Permohonan pembetulasn kemball sebagaimana dimaksud pada

avat (1) harus memienubi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13

Fasad |5

formulit Keputusan Pembetulaii dan Surat Keputusan tercantum
tlalam Lampiran varg merupakan bagian  vang tidak terpisabkan
tlari Peraturan Bupali i,

Paragral kedua
Tata Cara Pengurangan ketetapan dan Penshiapusan atal
Fengurangan Sanksi Administratif
Pazal 19

(1] Bupati karena Jabatan dapat memberilkan penghapusan atau
pengurangan  sanksi administrasi  berupa denda  karens
kebijakan pemerintah daerah.

(2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanks administrasi
berupa denda sebaghimana dimaksud pada avat (1) ditetaplan
dengan Eepurusan Pupati dan penandatanganan dilimpahkan
kepada Kepala Bardan.

{3) Kepals Badan atas pertoimtaan Wajib  Pajak  dapat
mengurangkan dends administrasi karena hal-hal tertentiy -

a. Denda adiministrasi sehesar 30% [lima pulub per seratus)
dihitung dari pokok Pajak vang tercantum dalam SKPD.
SRPDER, SKPDRBT STPD, atau SKPDLE dan SKPON:

b Denda administrasl bBerupa Bunga sebesar 2% (dua per
seratus] sebudan dihitung dar Pokok Pajak vang tercantun
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKRT atail STPD), atau SKPTILE
dan SKPFIN.

(4} Hal-hal tertertu sebagaimans dimaksud pada avar (3} adalah
keadaan dimana wajin  pajak. orang pribadl  mengalami
kesulitan keuangan dan/atay karéns beneana alam dan Jfalau
mengalami kesulitan Likuiditas.



2)

(3}

L1

[3]

Lid

Pasal 20

Permintaan Pengurangan denda administrast  sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 19 ayat (3] harus

persvaratan sebagal berilogt -

4. Satu Pernintaan digjukan untuk | [satu) SKPT), SKPDKD,
SRPEEBT atau STPD atau SKPDLE dany SKPDN:

b. Permohonan diajukan kepada Bupan melalui Kepala Badan:

¢. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Intiornesia;

d. Mengemukakan besamya persentase Pengurangan denda

administrasi disertal alasar) vang jelas:

Melampirkan Surat Koasa khusus dalam  hal  sirat

permintaan ditg ndatangani bukan Wajil Pajak:

Melunas pokok pajak yang dimintakan pengurangan dends

administrasi;

miemeny b

n

i

g Tidak memilili twngeakan tahun-tahun sebelumnya dan
belum  kedaluarsa menurut ketentuan  pempajalan Varg
berlaku,

h. Digjukan dalam jangka wakiy 3¢ (tiga pululy hari sejak
pelunasan pokole pajak yvang diminlalan penguran gan
doenda administrasi:

Dalem hal kepada wajib pajak diberikan PENZUTANZHN pajal

vang terufang sebagaimans dimaksud pacs avar (1), maka

pokok pajale sebagaimana dirgalsud pada avar (1) huraf T

afdalah pokok pajak setelsh pengurangan,

Permintaan penguranean deoda administrasi  sebaguimana

dimaksud pada avar (1] harus  disertal dergan  bulkd

pendulung.

Pagal ‘M

fengajuan permintasn pengurangan denda administrasi vang
tdak rmemenuhi persvararan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Kepala Badan dapat meminta kepada wajib pajak
untuk melengkapi persvaratan dimaksud.

Atas perminrasan sehagaimana dimaksud pada avat (1] maupun
atas  kesadaran  sendiri, Wajib pdiak harus  melen gloapn
kelurangan dimaksud dalam jan gka waktu paling lama 1 (satu)
bulan  scjak  tanggal  diteriman ya  pengajuan  permintaan
pengurangan denda administmsi oleh Kepala Badan.

Permintaan  pengurangan  denda  administras vang tidak
memenubi  persyararan  schagaimana  dimaksend  dalam
Pasal 20 ayat (1] dan telah melampad walshy sebugaimang
dimaksud dalam Pasal 20 avat (1] huruf b tidak dianggap
sehagan  sural  permintasn pengurangan, sshingga fidak
diperombangkan.
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Pasal 24

Terhadap SKED, SKPDKB. SKPDRIT atau STPD atau SKPDLB,
vang lelah diajukan permintaan pengurangan denda adminisirasi

tidak  dapat lagi  diajukan permiintaan  pengurangan  denda
administrasi,

Pasal 23

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi
sobagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avar (3) untuk -
a. Wajib pajak Grang Pribadi -
L Foto copy SKPD). SKPDKB, SKPDKBT sarauy STFL), ataul
SKPDLB yang dimintakan pengurangati denda adinnistrasi)
2. Foto copy Buku pelunasan Copy SKPD, SKPDKE, SKPDKBT
atau STPD, atau SKPDLEB tahun sebelumnya;
J. Foto copy RBukli pelunasan pokolk pajak tahun yang
dimintakan pergu rangan denda administrasi;
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk atau Tdentitas lainnya

berupa  SIM. Surat Keterangan  Domisili  dar
kelurahan /desa.

i Wajib Pajak Badan
L. Foto copy SKPD, SKPDKDB, SKPDKBT atay STPI2, atau
SKPDLB vang dimintakan pengurangan denda admrinistras;
Foto copy Bulkti pelunasan SKPD, SKPIKB, SKPDKBT atau
STPD, atau SKPDLE tahun selely MIya;
3, Fata copy Bukti pelunasan pokok pajak lahun Yang
dimintakan pengurangan denda administras:;
4. Foto copy Surar Tzin Usaha,

2

Pasal 24

surat Kuasa Khusus sebapaimana dimaicsud adalah Dasal 20
Perlaku untuk wajils pajal orang pribadi atau Badan.

Pasal 25

1) Beputusan sebagaimana dimaksud dslam Fasal 21 ayat (3)
dapar berupa mengabulkan selurulinve atau scbagian, atas
pokok permintaan,

(2] Reputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1}
harus diberikan dalam jangks waktu paling lama & (enam)
bulan sejak tanggal diterimanya  perrintaan pengurangsan
denda.  administrasi vang telah memenuhi  persyaratarn
schagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4],



(3)

(4

(1)

(4]

(]

(7)

15

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada aval (2}
telah lewat/terlampani dan Kepala Badan tidak member| suarn
Keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan

menerbitkan  keputusan sesuai dengan permintaan Wagils
pajak.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada aval (1) didasarkan
patla hasil penelitian.

Pagzal 26

Kepala Badan atas nama Bupati memberikan Keputusan atas
permintaan pengurangan derda administrasi,

Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Betetapan
dan Penghapusan Pajalk atau sanksi administrasi atas SKPD),
SEPDKB, SKPDKRBT atau STPD, atau SKPDLD disampaikan
secard tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalul Kepala
Badan.

Fermobonan  schagaimana  dimaksud pada avat (1)
sekurang-kurangnyva memuat :
A Nama Wajily Pajak;

o, NFWD,

c.  Alamat Wajib Fajale;

. Tanggal Penetapan Ps ek,
¢, Alasan yang jelas.

Permoehonan sebagaimana dimaksud pada avat (1] disampaikan
selambat-lambatnya 30 (Liga puluh] han sejalk  tanggal
diterbitkannya SKFD, SKFDKB, SKPDKBT atau BTPD, atau
SKPRLE.

Kepala Badan meneliti kelenghkapan permochonan waiib pajak
dan apabila diperlukan rnelaksanalan pemcriksaan kepada
wajih pajak,

Kepala Badayn menyampaikan laporan penelitian dan  hasi
pemerikaaan kepada Dupsti untulk dipertimbangkan untuk
ditolak atau diterima,

Kepala Badan haris memberikan keputusan paling lama 3
[tiga) bulan scjak surat permohonan diterima.
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(8} Apabila seteluh 3 [Gga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7] Kepala Badan tidak memberikan Keputusan, maka

permehonun sebagaimana dimaksud pada avat (1) dianggap
dilkabullearn.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelesaian Keberatan Dan Banding

Pagal 27

(1) Waiib Pajak dapar mengajukan keberatan hanva kepada Bupat
alas suaty :
a, IKPDKB;
SKPDKRT:
SKPDL.B:
SHPDN; dan
pemolongan  atau  pemungutan  oleh pihak  ketiga
berdasarkan ketentuan peraruran perundang-uindangan
perpajakan daerah.

W

(2] Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (i)
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia
paling lamma 3 (tiga) bulan sejak tansgal SKPDKE, SKEFRKOBT,
SKPDLB, SKPDN dan STPD diterinia wleh Wailb Pajak. kecuali
apabila wajib pajak dapat menurjukan bahwa jahglea walktu ity
lidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3] Bupai dalam jangka wakty paling lama 12 (dua belas) bulan
sejale  tanggal surat permaohonan lkeberatan sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputuisan.

(4] Apabila setelah lewar walktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimalesud pada ayar (3], Bupati Hdak memberikan kepurusan.
make permohonan dianggap dikabullkan.

[5] Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajakoya,

Tanal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonian handing kepada
badan penveiesaian sengkets/pengadilan pajalk dalam janglka
wakitu 3 (tiga) bulan sstelah diterimanya keputusan penclakan
keberatarn.

(2} Pengajuan banding sebasaimana dimalksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.
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FPasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 atau banding scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dikabulkan  sebagian atan  selu ruhnya, maka lkelebihan
pembayaran pajak dikernbalikani dengan ditambah imbalan jasa

sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk paling lama 24 [dua
prlah empat) bulan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembavaran
Fasal 30

1) Wajib  Pajak dapat mengajukan permohenan kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupan secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnys :

a. nama dan alamal wajib pajal

b nasa pajalg

€. besarnya kelebithan pembayaran pajak; dan
d. alasan yang jelsg

[2] Setelah mendapat masukan dari Bappenda, Bupati dalam
jangka wakts paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memberikan
keputusan, '

(3] Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(ilampaui dan Bupat tidak memberikan keputisan, mala
permohionan  pengembalian kelebthan pembavaran  pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waictu paling lama | (sam) bulan,

{4) Apabila Wajily Pajak mempunyai Hutang pajak laanmya.
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] langsung diperhitungkan untule melunasi terlebih
dahulu hulang pajak dimaksusd,

(3] Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakulan dalam
waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKFDLB
dengan menerbitlan SPMEKP.

(6} Apabila pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilukukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPRLEB,
Bupati memberikan imbalan jusa schesar 2% (dua per seratus)
per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.



Pasal 31

Apabila  kelebiban pembavaran pajak diperhitunglkan dengan
butang pajak lainnva scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15
aval (4) pembavaran dilakukan dengan carg pemindabbukuan dan
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAR TV
PENATAUSAHAAN
Pasnl 32

(1) Formulir SPTPD seku rang-lurangnva memuat data identitas
wajih pajalk dan eljek pajalk

{2} Bulu Tnduk Dala Porens Pajak Mincral Bukan Logam dan
Batuan merupakan bulky catatan berdasarkan SPTPD atau
SKPDEH sekurang-kurangnya tmemuar kolom nomor urut,
nam# dan alamat pemilik atau nams dan alemat perusahaan
dan jumlah pengambilan dan/atau pemaniaatan mincral hukan
logam dan batuan.

(3} Karty  Kendali Subvek dan fatan Obyek Tajak sekurang-
kurangnya memuat nomor pendaflaran, jumlah pengambilan
darn/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dan
besarnya ketetapan pajak.

(4] Berlkas pajak dan kartu  kendall merupakan  alat  bantu
pengendalian  pemungutan pajak secara ruting dan tlapat
dijadikan sumber informasi pengambilan dan/atau
pemantastian mineral bukan logam dan batuuan,

(5] Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku
catatan jumlah pajak baik berdasarkan SPTPD, SKPDKB;
SKPDKBT, SKPDLB, SKPIDN dan STPD selrang-kurananva
memuat nomor urut, nomer lkohir, nama dan alamai permilik
alou perisahaan langgal penetapan, Jumlal penetapan, tanggal
pembayaran, nemor tanda bukti pembayaran dan hesarnva
pembayaran.

(6] Himpunan SKPDKB, SKPDKRT., SKPOLE, SKPDIN, 35PD dan
STPD  disusun  berdasarkan  jumlah pembayaran  Pajak
chigabunglkan dengan SPIPD atau formulit pendealtaran.



BAB V
JENIS FORMULIR

Pasal 33

(1) Jenis formulir yang digunakan yaitu:
a. formulit pendaftaran, SPTPL, SKPDKR, SKFDKET, SKPDT.R,
SKPDN, BTPD dan SSPD atau formulir lain yang diamr

dengan peratiizan perundang-undangan; dan fatal
h. formulir laporan.

(2] Bentuk dan susunan formuliv sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian
tidak terpisabikan dad Peraturan Bupali .

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pagal 34

(1] Bappenda berkoordinasi déngan SKPD Teknis, Satuan Polisi
Pamong  Praja  dan  Instansi  Terkait untuk melakukan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam
pelaksanaan Pajak terhadap wajib pajak, vang melipuili;

a. pemeriksaan pajak;

b. penagihan pajak;

C. penatzusahaan pajak; dan

d. penegakan peraturan dasrali,

(2] Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan oleh petigas yang ditunjule aleh Bappenda,
vang dilengkapi dengan Suzat Tugas Kepala Badan untuk
diperlibathan kepada Waiib Pajak,

(3) Potugas Pembinaan. pengawasan dan pengendalian lapangan
sebagaimana dimaksud pada avat (2] ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

BAE VII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 35

Dengan berlalaunya Peraluran Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 ltentang Sistem Dan Prosedur
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logarm Dan Batuan, dicabut dan
dinyatakan tidak herlaku
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Pasal 36
Peratiiran Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setlap orang mengetahuinyy, memerniahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Rabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada ranggal & lovewbsr 2079

BUPATI ON,

-
-

T IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SERRETARIS DARRAH KABUPATEN CIRELBON,
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DACRALI KARUPATEN CIKEBON TAHUN 2019 NONMGS SERI



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 48 Tahun 2019
Tanggal - 8 Nopember 2019
Tentang  : Sistemn dan Frosedur Pem unguian Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan
A. Format Surat Permohonan Pembetulan

Kop Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Surat Permobonan Pembefulan, Peombatalan

. Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan Pajak Daerah

Nomior

Sifat

R S STl W2 nama kota dan tanggal surat

Latniran
Hal

: Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keletapan

tdan Penghapusan Pajak Daecrah

Yth. Kepala Batan Pengelolaan Pendapatan Daerals

Yang bertanda langan dibawah ini
Nama !
NPWPD
Jalatan
Alamar

MNomor telpon

Bertindak selaku . Waiih Majak

Walai Kuass

Dari Wajib Pajalk

Nama
NEWPPD

Alamat

Bersamsa ini mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengnrangan
Ketetapan dan Per.ghapusan Pajak Daerah atas :

Jeris Surat

Nomor dan ‘Tanggal

Jenis Pajak

Masa/Tahun™) Pagak



Perinohonan pembetulan  tersehut diajukan karenha terjadi  kesalahan

tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentinan dalam

perundang-undangan perpajakan.

Permohanan wajib pajak tersebut didasarkan pada alasan scbagai Berikut -

Demikian permohonan pembetulan  kami sammpaikan  untuk  dapat
dipertimbanglcar

Wajib Pajale/Wakil/ Kizasa®)

KETERANCGAN : :

L. Beri tanda x pada VEIE Sesual:

2, ™ diis] salah saty Vang sesuai:

3. *) diisi salah satu vane sesuai dan dalam hal surat permohonan permbetulan
ditandatangani gleh kuasa harus d lampiri surar kuasa khisus,

I3. Surat Eepala Badan
Contoh Burat Kepala Badan

Kop Surat Badan

KEFUTUSAN XKEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
EABUPATEN CIREBON

NOMCR ...

TENTANG [Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan
Pajak Daerah|

EEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAY
EABUPATEN CIREBON

Menimbang | a. bahwa . .:

b. babwa ...;

T. dan selerusnya .. o;
Mengingat - . .. :

3. dan ssterusnva

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KE

o

ATU

KEDUA

.....



KETIGA

KILEMPAT . heputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

ini

berlaku sejak tanggal diteraplkan,
Dntetaplkan di Sunther
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREEON

NAMA KEPALA BADAN
PANGKAT
NP

BUPATI CIREBON,

i




